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P U T U S A N
Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Bjr.

حـــــيم      الر حـمـن الر الله بـســــــم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

           Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan,  Majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Banjar 13 Mei 1993 (umur 23 tahun),

agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kota Banjar yang berdasarkan Surat Kuasa

Husus  tertanggal  18  Maret  2017

memberikan  kuasa  kepada  IWAN

SETIAWAN,  SH.  dan  LELA  SITI

NURALADIN,  SH.,  kedua-duanya  Advokat

yang  beralamat  kantor  di  Graha  Citra

Pesona Kav. 25 – 26 Dusn Parung RT.011

RW.004 Desa Balokang Kecamatan Banjar

Kota Banjar, sebagai Penggugat ; 

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cianjur 05 Mei 1989 (umur 27 tahun),

agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur,

sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; 

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat-alat  bukti  di

persidangan ; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA

           Menimbang  bahwa  Penggugat  melalui  Kuasa  Hukumnya  telah

mengajukan  gugatan  secara  tertulis  tertanggal  20  Maret  2017  yang  telah
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terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar  Nomor

0204/Pdt.G/2017/PA.Bjr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan  Tergugat

pada tanggal 01 Nopember 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Langensari,  Kota Banjar, dengan  Duplikat  Kutipan Akta Nikah

Nomor : XXXXX, tertanggal 10 Maret 2017 ; 

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu

rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun lamanya ; 

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua

Tergugat yang beralamat di Kota Banjar dan sudah dikaruniai seorang anak

bernama XXXXX, umur 2 tahun 7 bulan ; 

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  mulai  goyah,  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  disebabkan  Tergugat  kurang  cukup  memberi  nafkah  wajib

(ekonomi) kepada Penggugat ;  

5. Bahwa  sejak  bulan Desember  2014  Penggugat  dengan  Tergugat

berpisah rumah  sampai dengan sekarang dimana Tergugat  meninggalkan

Penggugat dan sekarang Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di

Kabupaten Cianjur ; 

6. Bahwa  Penggugat  sudah  meminta  bantuan  baik  kepada  orang  tua,

maupun  kerabat  dekat,  untuk  membantu  menyelesaikan  masalah  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya ;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  karena  lebih  banyak  madaratnya

daripada manfaatnya ;

8. Bahwa berdasarkan uraian  tersebut  di  atas  gugatan Penggugat telah

sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum  Islam,  oleh  karena  itu Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi

melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada
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Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan

mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (TERGUGAT) talak satu Bain

Shugro kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum ;

4) Apabila  Pengadilan  berpendapat  lain  mohon  putusan  seadil-

adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono) ;

           Menimbang bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat  hadir  in  person  dengan  didampingi  Kuasa  Hukumnya,  sedang

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun  menurut  relaas  panggilan  nomor

0204/Pdt.G/2017/PA.Bjr., tanggal 10 April 2017 dan tanggal 02 Juni 2017 serta

tanggal  16  Juni  2017,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sehingga  Tergugat  tidak  dapat  didengar  keterangannya  dan  persidangan

dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; 

  Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

memberi  nasehat  kepada  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  keutuhan

rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  tetapi  usaha  tersebut  tidak  berhasil

karenanya  dalam  persidangan  yang  dinyatakan  tertutup  untuk  umum,

pemeriksaan  dilanjutkan  dengan  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; 

           Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat

melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK :  XXXXX

tanggal  09  Agustus  2016 yang  telah  dimeterai  secukupnya  dan  setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ; 

2.  Fotokopi  Duplikat  Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari

Kota Banjar Nomor :  XXXXX tanggal  10 Maret 2017 yang telah dimeterai

secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,  lalu

diberi tanda P.2 ; 
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  Menimbang  bahwa  disamping  alat  bukti  surat  tersebut,  Penggugat

melalui  Kuasa  Hukumnya  juga  telah  mengajukan  alat  bukti  saksi,  masing-

masing :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di

Kota Banjar yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada

inti pokoknya sebagai berikut :



bahwa  Saksi  menerangkan  sebagai  Tetangga  Penggugat  dan

mengetahui  hubungan  hukum  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat  membina rumah tangga di  rumah orang tua Penggugat  dan

dikaruniai 1 orang anak ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  sampai  tahun  2014  rumah  tangga

Penggugat  dengan Tergugat  rukun kemudian setelah  itu  mulai  goyah

dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

 bahwa Saksi mengetahui  bentuk pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut ;

 bahwa  Saksi  menerangkan  mengetahui  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan  Tergugat  kurang  memberi  nafkah  kepada

Penggugat ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  semenjak  akhir  tahun  2014  antara

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  yang  meningggalkan  kediaman

bersama adalah Tergugat ; 

 bahwa  Saksi  mengetahui  selama  berpisah,  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  tidak  pernah  ada  komunikasi  dan  tidak  pernah

berkumpul sebagai suami istri ;

 bahwa  Saksi  menerangkan  pihak  keluarga  sudah  merukunkan

Penggugat dengan Tergugat ;
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2.  Saksi  II,  umur  33 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

kediaman  di  Kota  Banjar yang  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :



bahwa  Saksi  menerangkan  sebagai  Tetangga  Penggugat  dan

mengetahui  hubungan  hukum  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat  membina rumah tangga di  rumah orang tua Penggugat  dan

dikaruniai 1 orang anak ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  kondisi  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  rukun  kemudian  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran ;

 bahwa Saksi mengetahui  bentuk pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut ;

 bahwa  Saksi  menerangkan  mengetahui  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan  Tergugat  kurang  memberi  nafkah  kepada

Penggugat karena sering menganggur ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  semenjak  akhir  tahun  2014  antara

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;

 bahwa  Saksi  mengetahui  yang  meningggalkan  kediaman

bersama adalah Tergugat ; 

 bahwa  Saksi  mengetahui  selama  berpisah,  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  tidak  pernah  ada  komunikasi  dan  tidak  pernah

berkumpul sebagai suami istri ;

 bahwa  Saksi  menerangkan  pihak  keluarga  sudah  merukunkan

Penggugat dengan Tergugat ;

           Menimbang  bahwa  Penggugat  melalui  Kuasa  Hukumnya  telah

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan

gugatannya dan mohon putusan ; 
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           Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal

ikhwal  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini,  oleh  Majelis

Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini ; 

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas ; 

           Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim

pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan

Tergugat  tidak  berhasil,  upaya  damai  mana  telah  dilaksanakan  secara

maksimal  oleh  Majelis  Hakim  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  82  Undang-

undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; 

           Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi

sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan

PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat

tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat

sepenuhnya  diterapkan  dan  selanjutnya,  Majelis  mencukupkan  pada  upaya

damai  yang  dilakukan  pada  tiap-tiap  permulaan  sidang  sebagaimana  telah

dipertimbangkan di depan ; 

Menimbang  bahwa  terlebih  dahulu,  Majelis  akan  mempertimbangkan

keabsahan Surat Kuasa Husus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan

para  Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ; 

Menimbang bahwa Surat Kuasa Husus tertanggal  18 Maret 2017 yang

diberikan  kepada  para  Penerima  Kuasa,  telah  memenuhi  unsur  kehususan

karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan

Agama Kota Banjar dengan memuat  materi telaah yang menjadi batas dan isi

dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab  para  Penerima Kuasa, telah

melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga

dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di

Peradilan,  maka  Majelis  berpendapat,  bahwa Surat  Kuasa Husus dimaksud
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dapat  dinyatakan  sah  dan  karenanya para  Penerima  Kuasa  harus  pula

dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum

yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku

Pemberi Kuasa ;

           Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  berupa  Kartu  Tanda

Penduduk, terbukti  Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal  dan

berdomisili  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar,  maka

berdasarkan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989,

sepanjang mengenai  relatif  kompetensi  harus dinyatakan bahwa, perkara ini

termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar ; 

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta

Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan

pembuktian yang sempurna,  maka secara  hukum harus dinyatakan terbukti,

bahwa antara Penggugat  dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah, menikah pada tanggal 01 Nopember 2012 menurut tata cara syariat Islam

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dan

selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian ; 

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat  mendalilkan bahwa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  serta  semenjak  bulan  Desember  tahun  2014

antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;

Menimbang  bahwa  terhadap  gugatan  a  quo,  oleh  karena  gugatan

Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis

Hakim akan dipertimbangkan hal-hal  untuk selanjutnya diterapkan pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9

tahun 1975 sebagaimana terurai di bawah ini ; 

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis telah

menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

 bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  menikah

pada bulan Nopember 2012 ; 
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 bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semenjak bulan Desember 2014,

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;

 bahwa semenjak berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan

Tergugat tidak ada lagi komunikasi ; 

Menimbang  bahwa  oleh  karena,  fakta  dimaksud  diperoleh  dari

keterangan saksi,  masing-masing  Saksi  I  dan Saksi  II,  saksi-saksi  mana  di

samping  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  kesaksian, juga  telah

memenuhi kriteria sebagai saksi orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam

ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab

telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu

dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat,

bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta

hukum  yang  cukup  untuk  menyatakan  terbukti,  bahwa  semenjak  bulan

Desember  2014,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  tempat

kediaman setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di persidangan  dan

keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, bahwa selama berpisah

tempat  kediaman,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  lagi  ada

komunikasi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah

tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pecah  dan  retak  yang

sedemikian rupa sifatnya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada

harapan untuk rukun kembali  sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki

dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud; 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  pertimbangan

sebagaimana  tersebut  di  atas,  Majelis  dengan  pertimbangannya  sendiri

berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-

sia  dan  bahkan  dapat  menimbulkan  madlarat  bagi  para  pihak,  karenanya

gugatan  Penggugat  dapat  dinyatakan  telah  beralasan  hukum,  memenuhi
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maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan

dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga

menemukan  fakta  bahwa  faktor  penyebab  retaknya  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  faktor  ekonomi,  faktor penyebab  mana

menurut  penilaian  Majelis,  betul-betul  sangat  prinsipiil  dan  berpengaruh

terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

           Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi: 

وكان الزوج اعتراف أو الزوجة ببينة القاضي لدى دعوها ثبت فإذا

عن القاضي وعجز أمثالهما بين العشرة دوام معه يطاق مما اليذاء

—بائنة طلقة طلقها بينهما الصلح

Artinya  :  “   Apabila  gugatan si  isteri  (Penggugat)  telah  terbukti  di  hadapan
hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat)
atau  pengakuan si  suami  (Tergugat),  sedangkan keberatan yang
menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan
ketidakmampuan  kedua  belah  pihak  untuk  mempertahankan
rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya,
maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ” ;              

Menimbang  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan

dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum

maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di

persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal

125 ayat (1) HIR gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek ; 

Menimbang  bahwa  perceraian  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro ; 

    Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal

84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka kepada Panitera

Pengadilan  Agama  Kota  Banjar akan  diperintahkan  untuk  menyampaikan
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salinan  putusan  perkara  ini  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  tempat  domisili

para pihak dan tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana amar putusan

di bawah ini ; 

  Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7

tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada

Penggugat ; 

           Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum

syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan

perkara ini ; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara  resmi dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir ; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) ; 

4.  Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Langensari  Kota Banjar dan  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 M.

bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 H., dalam rapat permusyawaratan

Majelis  Hakim Pengadilan  Agama  Kota  Banjar yang  terdiri  dari  Drs. H.  Arif

Irfan,SH., M.Hum. yang berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal

12 Juli 2017 ditunjuk sebagai Ketua Majelis,  Siti Alosh Farchaty, SHI dan Ana

Faizah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua

Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Feri Nurjaman, SHI. sebagai
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Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  oleh  Kuasa  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat.

Ketua  Majelis

ttd

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.
Hakim Anggota I Hakim  Anggota II

ttd ttd

Siti Alosh Farchaty, SHI. Ana Faizah, SH. 

Panitera Pengganti

ttd

Feri Nurjaman, SHI.
Perincian Biaya Perkara  :

1. Biaya Pendaftaran       : Rp.    30.000,-

2. Biaya P3                      : Rp.    40.000,-

3. Biaya Panggilan          : Rp.  490.000,-

4. Biaya Redaksi             : Rp.      5.000,-

5. Biaya Meterai              : Rp.      6.000,-

   Jumlah                            Rp. 571.000,-

   (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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